
BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

mengumpulkan beberapa hal, antara lain: 

1) Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Pegawai Oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman  

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai negri sipil di 

Kabupaten Sleman, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sleman melaksanakan program peningkatan kinerja pegawai 

antara lain yaitu, Pendidikan dan Pelatihan pegawai Diklat, 

Promosi, dan Mutasi. 

2. Dalam pelaksanaan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kbupaten 

Sleman  melaksanakan program Diklat mandiri dan Diklat 

Pengiriman, adapun Bidang Diklat memiliki program unggulan 

yaitu, penyelenggaraan Diklat secara satu pintu. 

3. Dalam tahap promosi pegawai, Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman mempromosikan pegawai berdasarkan 

Pengalaman, Pendidikan, dan Prestasi kerja. 

4. Dalam pelaksanaan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman memberikan layanan satu pintu dalam proses 



pengurusan pemberhentian PNS (pensiun). Begitu juga terhadap 

layanan mutasi antar daerah yang bersih dan transparan. 

 

2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program 

Peningkatan Kinerja Pegawai 

1. Factor Komunikasi 

Dalam pelaksanaan program peningkatan kinerja pegawai oleh 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, komunikasi yang 

tercipta dari tiap-tiap Sub Bidang hingga kepada Kepala Badan 

sangatlah baik. Begitu juga kordinasi dan komunikasi dengan 

seluruh SKPD di Kabupaten Sleman. Dengan demikian factor 

komunikasi menjadi salah satu factor pendukung terlaksananya 

program peningkatan kinerja pegawai oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Factor Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang tersedia di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sleman sangatlah cukup. Hal tersebut 

dibuktikan dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada. 

Tingginya usia produktif pegawai serta banyaknya pegawai yang 

memiliki dasar pendidikan yang tinggi membuat factor sumber 

daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman 

menjadi salah satu factor pendukung terlaksananya program 



peningkatan kinerja pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman. 

3. Factor Anggaran 

Factor anggaran pada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten 

Sleman juga sangat cukup bahkan lebih lebih. Terlihat dari jumlah 

anggaran tiap tahunya selalu sisa dalam realisasinya. Tingginya 

anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman menjadikan factor anggaran bukan sebagai 

factor penghambat melainkan factor pendukung dari terlaksananya 

program peningkatan kinerja pegawai oleh Badan Kepegawaian 

daerah Kabupaten Sleman. 

4. Factor Struktur Birokrasi 

struktur birokrasi yang ada di Badan Kepegawaian daerah 

Kabupaten Sleman sudah sangatlah efektif, dimana tiap tiap tugas 

dari BKD sudah di serahkan kepada setiap bidang dan Sub Bidang 

masing-masing. Selain itu pelayanan satu pintu menciptakan 

birokrasi yang mudah dalam melayani pegawai. Kemudahan 

birokrasi tersebut menjadikan factor struktur birokrasi sebagai 

salah satu factor pendukung terlaksananya program pningkatan 

kinerja pegawai oleh Badan kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sleman. 

 



B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan, antara lain: 

Pelaksanaan program peningkatan kinerja pegawai oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dianggap sudah cukup baik dimana, 

hampir seluruh indikator program terealisasi dengan baik. Adapun saran yang 

mungkin bisa penulis berikan yakni tentang kurangnya pegawai negri sipil 

dikabupaten Sleman sehingga menyebabkan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman kesulitan dalam melakukan penempatan PNS. 

Sebagaimana adanya surat Mentri tentang penundaan penambahan pegawai 

ASN tahun 2015 sampai saat ini. Hal tersebut menyebabkan terus 

berkurangnya PNS tiap tahunnya di Kabupaten Sleman. 
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